
GUBERNUR SUMATERA SELATAN 
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

NOMOR 22 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2021 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA SELATAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

a. ba.hwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, 
kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas pelaksanaan 
perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Sumatera Selatan serta menyesuaikan dengan kebijakan 
baru pemerintah terkait perjalanan dinas, perlu 
melakukan perubahan Pedoman Pelaksanaan Perjalanan 
Dinas; 

b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2023 
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 
Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah 
tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu 
diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Sumatera Selatan; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6865); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2019 tentang 
Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang 
Perdagangan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6429); 
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10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105); 

11 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas 
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan 
Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 907); 

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6); 

15. peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 5) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 
Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 
Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 37); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2021 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA 
SELATAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas 
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita 
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 5) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 
Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 
Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera 
Selatan Tahun 2023 Nomor 37), diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 34 dihapus, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 34 

( 1) Pelaksana SPD wajib mempertanggungjawabkan 
pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan atau 
Perjalanan Dinas Pindahnya kepada pemberi tugas 
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan 
dinas dilaksanakan. 

(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
melampirkan dokumen, meliputi: 
a. surat tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD; 
b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di 

tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak 
terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan 
dinas; 

c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi 
dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya 
seperti BBM, biaya tol dan tiket penyeberangan; 

d. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubemur ini; 

e. kuitansi/bukti pembayaran yang sah untuk sewa 
kendaraan dalam kota yang dikeluarkan oleh 
Penyedia Jasa; 

f. kuitansi/bukti pembayaran penginapan; dan 
g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas 

dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan. 
(3) Dalam hal bukti pembayaran biaya transportasi 

dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, 
pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan 
dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil. 

(4) Ketentuan mengenai format SPD, Kuitansi dan Pakta 
Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

(5) Dihapus. 
(6) Dihapus. 
(7) Dihapus. 
(8) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan 

atau Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa: 
a. foto copy Surat Keputusan Pindah; 
b. SPD yang telah ditandatangani pihak yang 

berwenang; 
c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian; 
d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya 

transportasi; dan 
e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya 

pengepakan dan angkutan barang. 
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2. Ketentuan Lampiran IV Peraturan Gubernur Nomor 5 
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan 
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera 
Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Gubernur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 
Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diubah, sehingga 
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur lnl mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Selatan. 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Gubernur 1n1 dengan 

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal 25 Juli 2025 
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU 
Diundangkan di Palembang 
pada tanggal 25 Juli 2025 

RAH 
A SELATAN, 

ED 

BERITA DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 25 


